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M. MUSA

Pendahuluan
Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa N

Republik Indonesia adalah Negara hugkum, hal ini b:rgaarrtz:
)ahwa negara menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
njamin setiap warga negaranya sama kedudukan di depan
wum. Berkaitan dengan perlindungan hak-hak asasi tersebut

sektor hukum acara pidana sebagai pengganti HIR, telah
rhasil ditelorkan oleh pakar hukum Indonesia sendiri yang
likenal dengan UU No.8 Tahunh 1981 dengan sebutan
UHAP. Di dalam KUHAP tersebut perlindungan hak-hak

i tersangka pelaku kejahatan, dinilai oleh kalangan pakar
kum setingkat lebih baik dari HIR sebagai hukum acara
idana yang lama. Namun perlu diingat bahwa sebelas tahun
belum lahirnya KUHAP tersebut, di dalam UU.No.14
hun 1970 yaitu undang-undang tentang Ketentuan Pokok
ekuasaan Kehakiman telah lebih awal mendengungkan asas
radilan bebas, sebagai perlindungan hak-hak tersangka
laku kejahatan agar tidak dilakukan semena-mena. Adapun
asas tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh R.Soebekti

- Perlakuan yang sama atas setiap orang di muka hukum

dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. _

- Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat

yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya

dalam hal dan dengan cara yang diatur undang-undang.

- Setiap orang yang disangka, ditangkap, ghtahan, dituntut dan
atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap

tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan ykz:lng

menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum

letap. .

- Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun

diadilj tanpaga)l(asagn yanggbcrdasar undang-undang atau

karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang

diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehablhtas;._

- Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya
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erta bebas, jujur San Ydak memilak diterapkan
ringan § PR
secara k““;ﬁ‘;“:,e;]ﬁg tersangkut P;fl‘:::;]ﬂ wajib chberikan
f. Seuiap o mendapatkan bantuan l(u e
kesempa rersangka sejak penang apad. dak AU penahyy,
g. Terhadap diberitahukan dakwaan yang didakwakan ke da
an, wajib di di samping itu wajib pula dipe,

kumnya, : / Je
nya dan dasar hu ta bantuan dari
tahukan haknya serta hak min P€nasepy

h tl;l:-‘;:lg?dilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya

i. S‘ie;:.nr.‘ggighlah tergukga untuk umum kecuali ditentukan laip
ang-undang. _

1 #:L‘g‘;‘“?a';‘;n pelaksanaan putusan pengadilan dalam periqp,

" pidana dilakukan oleh ketua pengadilan.

Secara esiensil hak asasi yang dijamin di dalam KUHAp
vang utama adalah mengenai hak atas kebebasan atau kemer.
dekaan dan hak atas kehormatan: Perlindungan atas hak agag
tersebut harus dihormati, terutama berkenaan pada saa
pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan pihak penyidik. Dari
hal-hal tersebut untuk membuktikan benar tidaknya suat
pelanggaran hak asasi yang dilindungi undang-undang tersebut,
KUHAP mengadakan suatu solusi dalam pasal-pasal tertent
sebagai suatu lembaga yang disebut pra-peradilan. Dari keten
tuan-ketentuan pasal dalam KUHAP sebagian besar hany
merupakan perlindungan hak terhadap tersangka pelaku kej
Eitsnﬁasl:mentarq korban akibat kejahatan untuk memperjuang:

nya baik sebagai kompensasi dari kerugian fisik

maupun fisikis han s . rug ;
walaupun hak-hakya sedikit sekali mendapatkan jaminan. To

yang dimaksud mendapatkan perhatian.
k ndapatkan p
Pif;,g,;ﬂluéﬁa“ harapannyapun tidak terlgpas dari perand’
terdakwa sebarr 218 Melakukan tuntutan pidana kepad
Penderitaan daﬁal:e?al Jang primair. Bagi Penuntut Umpm
kejahatan lersebut ugian fisik maupun fisikis korban aki

untuk diner: Merupakan ha| subsidai’
Jaminan g “ATEKAD. Perban, - gue SeKunder (500
$bagai sugy fay qbp ik Kejahatan dengan korban kejahat®
tasny, g gza:l lersebut, secara yuridis kapasitas d:l.
Pesilnya dengan sogepmn: < UHAP telah diatur pada P
fupa,

_=sTTeesn
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terhadap tersangka saat pihak kepolisian melakukan tindakan
pemeriksaan pendahuluan, antara lain berkenaan pada saat
penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Hal
ini lebih lanjut dapat diuraikan secara sederhana tentang hak-
hak tersangka tersebut pada tahap penyidikan (pemeriksaan
pendahuluan). Secara lengkap hak-hak tersangka ini masih
banyak dalam pasal-pasal KUHAP, namun uraian ringkas ini
bertujuan hanya untuk memperbandingkan dengan hak-hak
korban yang diatur dalam KUHAP itu sendiri.

A. Hak-hak Tersangka Saat Dilakukan Penangkapan.

Dalam hal penangkapan secara jelas diatur pada Pasal 16
dan 17 KUHAP, bahwa yang berwenang melakukan penang-
kapan adalah penyelidik atas perintah penyidik ataupun penyi-
dik dan penyidik pembantu. Sedangkan penangkapan hanya
dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melaku-
kan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka, maka pejabat
kepolisian tersebut haruslah memperlihatkan surat tugas dan
memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka.
Tidak kalah pentingnya sebagai hak dari pihak keluarga ter-
sangka, adalah mendapatkan tembusan surat perintah penang-
kapan terhadap keluarganya sebagai tersangka.

Waktu penangkapan masanya dalam ketentuan KUHAP
maksima hanyalah satu hari atau 1 x 24 jam, namun demikian
tidak ada dijelaskan pengertian satu hari tersebut apakah juga
terhitung untuk hari besar dan hari libur lainnya. Jika masa
batas maksima penangkapan tersebut telah habis maka wajib

' sitersangka ditentukan statusnya, apakah dilakukan penahanan
atau dibebaskan karena hal yang disangkakan tidak terpenuhi.

Apabila tersangka merasa telah dilakukan penangkapan
secara tidak sah pada dirinya berdasarkan ketentuan KUHAP,
maka terhadap pelanggaran hak-hak asasinya tersebut dapat di
pra-peradilkan . Lembaga pra-peradilan ini adalah merupakan
Suatu aplikasi dari perlindungan hak-hak asasi tersangka,
terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari pejabat kepoli-
Slan dalam melakukan tindakan tahap penyidikan. Secara

 konkret dalam melindungi hak, harkat dan martabat tersangka

| Yang dilakukan penangkapan tersebut, KUHAP antara lain

' memberikan jaminan hak seperti;

I. Hak untuk mempertanyakan surat tugas. Dalam hal ini
lersangka yang akan dilakukan penangkapan, ia berhak
untuk menanyakan surat tugas penangkapan dari pejabat
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kepolisian yang melakukan penangkapan.

2 Hak untuk menanyakan surat perintah Penangkap,
Sebelum dilakukan penangkapan, di samping tersap I?
berhak untuk diperlihatkan surat tugas penangkapan, i, Jﬁ a
berhak untuk melihat surat perintah penangkapan terse bugta
Hal ini agar tersangka dapat mengetahui identitas diriny,
sebagai tersangka, serta alasan penangkapan dan Perkar,
yang dipersangkakan terhadap dirinya.

B. Hak-hak Tersangka Dalam Penggeledahan.

Untuk kepentingan penyidikan maka penyidik dapat pyj,
melakukan penggeledahan. Penggeledahan tersebut ditujukay
bukan saja terhadap diri tersangka, tetapi dapat pula dilakukap
terhadap hal-hal yang disangka ada hubungannya dengan
tindak pidana. Secara umum penggeledahan tersebut menurut
ketentuan KUHAP terdiri dari penggeledahan rumah, peng-
geledahan pakaian atau penggeledahan badan. Ketentuan-
ketentuan penggeledahan tersebut diatur dari Pasal 33 sampai
dengan Pasal 37 KUHAP.

Berkaitan dengan perlindungan hak asasi terhadap ter-
sangka pelaku tindak pidana dalam tindakan penggeledahan
ini, KUHAP memberikan jaminan bahwa tindakan dari pejabat
kepolisian tidak dibenarkan berlaku sewenang-wenang. Secara
ringkas dapat diutarakan bahwa dalam penggeledahan dapa
dipilah menjadi dua keadaan, yaitu penggeledahan dalam siua-
si_normal yang mana tatacaranya ditentukan dalam Pasal 3
K_UHAP3 sedangkan penggeledahan dalam keadaan mendesak
pihak pejabat kepolisian melakukan tindakan berdasarkan &
34 KUHAP. Ketentuan Pasal 33 dan 34 tersebut berkait
dengan penggeledahan rumah berdasarkan penggeledahan Y -
dimaksud dalam pasal 32 KUHAP.

Perlu digaris bawahi bahwa dalam penggeledahan b’dﬂ
tersangka saat dilakukan penangkapan, pejabata kePO“S’ng
hanya berwenang menggeledah pakaian dan benda ¥2 2
dibawanya. Penggeledahan terhadap badan dari tersa"s
hanya baru dapat dilakukan, setelah tersangka yang dita" o
dihadapkan kepada penyidik. Pemeriksaan terhadap b:sek‘
yang dimaksud meliputi pemeriksaan rongga badan. bl
wensinya dalam prakiek pemeriksaan terhadap badan '
harus dilakukan oleh pihak penyidik yang sejcnqs_dcya,,g
tersangka, apabila hal ini tidak didapatkan penyidi.J
dimaksud dapat meminta bantuan terhadap instans! terka kany?
pihak lain yang sejenis dengan tersangka, seperti € &

40
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seorang wanita.

Terhadap penggeledahan rumah oleh penyidik, hak-hak
dari pemilik atau penghuni rumah yang akan dilakukan peng-
geledahan atau setelah penggeledahan. Pada pemilik atau
penghuni rumah yang akan dilakukan penggeledahan, berhak
menolaknya apabila tidak disaksikan oleh Kepala Desa atau
Ketua Lingkungan dan sejenisnya serta ditambah dua orang
saksi yang lainnya. Sedangkan apabila penggeledahan tersebut
telah dilaksanakan, pemilik rumah atau penghuninya berhak
meminta turunan berita acara penggeledahan. Hal ini sangatlah
penting artinya untuk mengetahui, terhadap barang-barang
yang dikenakan penyitaan saat penggeledahan rumah dilaku-
kan.

C. Hak Tersangka Dalam Penyitaan.

Dalam hal tindakan penyitaan oleh pihak penyidik terha-
dap barang-barang atau harta tersangka, tidaklah semua yang
dimilikinya dilakukan penyitaan. Melainkan hanya scbatas hal-
hal yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukannya,
baik yang berkaitan langsung ataupun sebaliknya, hal ini diatur
dalam ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 41 KUHAP.

Apabila dilakukan tindakan penyitaan di luar garis yang
telah ditentukan KUHAP tersebut, tindakan tersebut sudah
jelas merupakan pelanggaran hak-hak tersangka. Pada dasar-
nya benda atau barang yang dapat disita tersebut adalah, benda
yang diperoleh atau barang hasil tindak pidana, benda yang
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun yang
dibuat, dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana,
tagihan tersangka dan benda yang ada hubungannya dengan
suatu tindak pidana. '

D. Hak Tersangka Yang Dikenakan Penahanan.
Pasal-pasal dalam ketentuan KUHAP yang mengatur
masalah penahan dimuat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal
31. Penahanan yang dilakukan penyidik dengan penempatan
tersangka pada fempat tertentu untuk kepentingan penyidikan,
mempunyai arti merupakan sebagai pengekangan kebebasan
ak asasi seseorang untuk bergerak, Namun demi untuk kepen-
lingan pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka dalam
melakukan suatu tindak pidana, maka penahanan tersebut
a:hamskan oleh ketentuan KUHAP dengan batas-batas terten-
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ang dikenai penahanan, khus
Hak-hak lcrsanqm,g’nang Negara tetap dijamin da“l:f’i!lli!;ﬁ

penahanan di Rumah bagai manusia ya o
" oleh undang-undang, sebag a.yang wajjp
g?h%ﬁ\:tlieharkat da% martabatnya serta hak asasinya, l%akdak

sangka yang dikenakan penahanan tersebut adalah anyp,
{ifﬁ'ﬁfk u:tul% menerima surat penahanan, tembusan syr,
elain itu berhak pula untuk mengajuka,

intah penahanan. S .
{:{)‘:magc terhadap perpanjangan penahanan, hak menerim,
ganti rugi, hak segera mendapatkan pemeriksaan penyidik, hak

meminta penjelasan hal yang dipersangkakan, berhak member.
ikan kcte:ipacnéan secara bebas. Hak lainnya adalah berhak pula
mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan kunjungan dokter
pribadi dan menghubungi keluarga atau menerima kunjungan
keluarga, begitu juga terhadap kunjungan rohaniawan, serta
hak menerima dan mengirim surat terhadap keluarganya atau

pihak lainnya.

IIl. Pra-peradilan.

Masalah lembaga pra-peradilan sebagai suatu upaya
pihak tersangka untuk meminta pemeriksaan terhadap tindakan
pihak pejabat kepolisian,dalam melakukan penyidikan sesuai
tidaknya menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan
suatu upaya penegakan dan perlindungan hak tersangka yang
merasa diperkosa haknya. mengenai Pra-peradilan ini diatur
ﬁalljal_r;apPasal 1 butir 10 serta Pasal 77 sampai dengan Pasal 8

Untuk lebih jelasnya ketentuan Pra-peradilan tersebut
sebagaimana yang ditentukan Pasal 77 menyatakan bahwa,
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memufus
sesual dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
s, Sah tidak
4. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentia®
» Penyidikan atau penghentian = Mo N

- g:z;'mkcﬁﬂlan dan atau rehabilitasi bagi seorang Ya"ﬁ
Posigrs tg“.:uumy:an dihentikan pada tingkat penyidikan 3%

Lembaga Pra-peradilan dalam dunia penegakan hukum® s

Negara RI ini adalah hal yang baru, karena pada HIR tidak

lagabk;l;cn;ud:n yang mengatur demikian, Oleh karenanya pent

Scbana, alaint bahwa wjuan lembaga Pra-peradilan 303’

merilgmn dala(::;“ml alau pengawasan terhadap P“‘k'ck P

tlﬂgkj[ mnyldlkﬂ Pel"kara, I.lsusnya dalam pcmeriksaa" pﬂda
n dan penunututan. Artinya dalam pelaksd
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1 penangkapanv penahanan, penggeledahan, penyitaan atau
o hentian penyidikan dan atau penuntutan tidak bisa dilaku-
kaggscwenang - wenang. Hal ini dapat pula mem-punyai arti
sebagai pcrwujudan dari perlindungan terhadap hak-hak asasi

tersangka.

. Perlinmdungan Hak-hak Korb'an.
A. Menilik ruang lingkup pengertian korban. |

Sebelum berbicara lebih jauh tentang hak korban dari
tindak pidana dalam ruang lingkup KUHAP, ada baiknya
sebagai suatu pengantar terlebih dahulu memaparkan penger-
tian korban, cakupan nuansa arti dan dampak dari korban
kejahatan tersebut. o

Di dalam disiplin ilmu pengetahuan, masalah korban
dalam pengertian yang umum dapat dipelajari pada viktimolo-
gi. Pembahasan dalam disiplin ilmu ini mengkaji berbagai
jenis korban yang terjadi dalam masyarakat dan penanggu-
langannya.

Dari hasil seminar tentang viktimologi yang diadakan di
Universitas Diponegoro Semarang beberapa tahun yang lalu,
serta dalam kumpulan makalah tentang korban kejahatan yang
disunting oleh Arif Gosita. Secara umum dapat difahami
bahwa terjadinya korban tersebut dapat berupa akibat tindak
pidana dari pelaku secara langsung, seperti penganiayaan
umpamanya. Dapat menjadi korban secara tidak langsung,
dapat dicontohkan dalam hal tindak pidana korupsi yang
dilakukan seseorang walaupun dampak kerugiannya adalah
negara, tetapi hakikatnya sebagai objek penderita terakhir
sebagai korban adalah masyarakat. Terlepas dari pengertian
korban akibat suatu tindak pidana yang dimaksudkan perun-
dang-undangan, ilmu ini juga memperhatikan korban akibat
kejahatan dalam artian kriminologis, seperti tunasusila yang
dilokalisasi, aborsi dan lain-lain. Malahan jangkauan penger-
tian korban di sini rajutannya lebih jauh lagi kedalam artian
sosiologis, seperti korban modernisasi elektronika visual dan
zed_la cetak lainnya. Seperti yang dicontohkan dalam hasil

ammar tersebut di atas adalah korban dari tayangan film biru
lerﬂ buku cerita forno dan lain-lain. Malahan viktimologi
scbut_dalam hal pencemaran lingkungan menelaah lebih
vikei daln aspek korban secara menyeluruh. Yang jelas tekanan
nya L‘;‘)O SSI tersebut dalam mempelajari sebab, akibat terjadi-
A rban serta mencari solusinya, tidak hanya terikat pada
P perundang-undangan yang ada. Bertolak dari vikti
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) is dapat dicontohkan, akibat .
mologi tersebut sceclaxi?n;::alsl:an kgrban. Karena oksigen P;lu;.
asap rokokPurn ?ilihirUP pihak lain merupakan sebagai pero:gf
telall} tcmrTan{edis tidak jauh beda dampak bahayanya
D tokok yang sebenarnya. Tetapi pencemaran yang demik,
Pemk".kbya?fn dari pencemaran lingkungan, masih jayp unty
f,ﬁ%;:ncﬁgkan. Walaupun dampak 'kcrugiap korban_ dalam
artian kesehatan cukup besar. Scbag:la_lmana dimaklumi
dang-undangan tentang pencemaran lingkunganpun, peraturap,
pelaksanaannya belum tercetuskan secara tuntas dan menyely-
ruh, padahal saat ini sangat dlt_)utuhkan, dalam melmdungi
ekosistem lingkungan dan manusianya. .
Kembali kepada permasalahan korban dalam suatu akibat
tindak pidana, terlepas dari ketentuan yang mengatur tentang
ganti kerugian akibat sebagai korban. Yang sangat perlu dipi-
kirkan secara moril dalam kasuistis tertentu, adalah derita pisik
dan psikis yang sangat mempengaruhi jiwa korban selama
hidupnya. Trauma dari korban tindak pidana itu dapat menye-
babkan kesuraman masa depan hidupnya. Seperti korban
perkosaan pada anak di bawah umur, dengan kejadian itu
menjadikan korban kehilangan virginitasnya. Contoh lain
seperti korban kecelakaan lalulintas, yang mengharuskan
anggota tubuhnya diamputas;. Dalam konteks ini secara umum
penegak hukum stresingnya, hanya memperjuangkan
kewajiban negara unpyj menindak pelaku tindak pidana terse-
but. Sementz_lra_\ nasib korban ity sendiri dalam artian derita
Pisik dan psikis, Sepanjang hayatnya tidak mendapatkan
jaminan hak yang berarti, Toh Walaupun diadakan gugatan
glannt:.:(ar::gl i‘Llldaklah terlepas dari ketergantungannya, dengan
by  efdakwa oleh Penuntut Umum.
: yala nilaj rej| dari gantj rugi ataupun nila!
:)lléll?rpmdang, yang terlepas d:!I;I -
avVai art: . . fenuntut Umum, tidaklah mem-
Ea"n’a-'a‘:ﬁf s¢cara psikologis terhadap trauma yang dicontol-

Maka selayakny,

korban, dalam beneyl . PErlU mendapatkan perlindungan hak

tk ganti kery ian ya ia berda-
; ng bukan saja bere™
|. Untuk itu“:mata tetapi dge"i“yl’Si ispun perlu dlmu
tindak pidang rergep " tutan gangj kerugian terhada P‘“k-f
innya, agar tmciru:but Perlu dengan pemecahan armnau
Dimensi :;Pat Penyelarasan dengan derita korban. .

lidak sajq w,lf;k"“b‘"&annya karena kerugian yang dider!®?
Pada jiwa sikorbap, tetapi malahan P
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lain seperti keluarga yang menjadi tanggungannyapun mem-
nyai beban, baik secara ekonomis, trauma mental kemasya-
wkatan dan lain-lain

Dengan demikian dalam membuat solusi yuridis intona-
inya layak tidak hanya tertumpu, pada tuntutan terhadap
tersangka/terdakwa semata. Tetapi aspek kerugian materil,
'moril, pisik dan psikis korban sangat perlu diperjuangkan agar
tidak terabaikan nasibnya. Usaha-usaha tersebut dapat berupa
semulihan kesejahteraan sosial, serta pelayanan kemanusiaan
yang bermakna bagi korban. Hal ini tidaklah semata ditekan-
‘kan kepada pelaku kejahatan, melainkan negara yang hakekat-
nya bertujuan mensejahterakan rakyat, juga wajib mempertim-
bangkan dalam mengembalikan esiensi kepribadian korban
sebagai bagian dari masyarakat. Usaha yang demikian rasanya
cukup layak apabila diperbandingkan dengan adanya hak
‘penjahat sebagai pelaku tindak pidana, yaitu dengan diadakan-
‘nya resosialisasi terhadap mantan narapidana sebagai suatu
'solusi penetralisiran dari kesan sebagai bekas penjahat.

'B. Hak-hak Korban Menurut KUHAP.

Hak dari seorang korban kejahatan atau tindak pidana
ang paling utama adalah mengajukan pengaduan, kepada
‘pejabat kepolisian baik secara lisan maupun tertulis tentang
keadaan yang dialaminya. Di dalam KUHAP ketentuan terse-
but salah satu Pasalnya yang mengatur adalah Pasal 108 ayat

(1)
: Dengan adanya hak seseorang yang menjadi korban
tindak pidana untuk mengadakan pengaduan kepada pejabat
kepolisian, merupakan salah satu antisipasi prefentif agar
pihak korban atau keluarganya tidak main hakim sendiri,
karena perbuatan tersebut bukanlah katagori hak dari korban.
' Dalam melakukan tindakan hukum hanya pejabat kepolisianlah
- yang berhak sampai selesainya tahap penyidikan. .
~ Bilamana penyidik sebagai pejabat kepolisian menghenti-
kan tindakan penyidikannya terhadap pengaduan pihak korban,
' padahal peristiwanya jelas merupakan suatu tindak pidana.
Maka hak korban dalam hal ini dapat meminta penjelasan atau
- keterangan kepada penyidik, tentang apa sebab dan alasannya
-,- sqhmgga penyidikan dihentikan. Hak berikutnya bagi korban
bila tidak puas dengan penjelasan dari penyidik tersebut berda-
- Sarkan rasa keadilan, maka selanjutnya dapat mengajukan
Permohonan kepada ketua pengadilan setempat agar diadakan
Pra-peradilan. Dalam hal ini hakim pengadilan akan memerik-
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: tian penyidi
o dan memutus ah dakoys PR S PEVIETKAN, ey
dap kejahatan );al;‘% :‘:L‘;nqimbul apabila seandainya korp,
l:):tn;\:::gayang buta hukum, tidak mengerti tentap

terse a tersebut sementara kasus sepenuhnya berada ditang,,
o m':dil( Untuk menjaga terjadinya hal yang tidak patut,
P.:;){nya perlu juga diadakan bantuan hukum terhadap korban
dari penasehat hukum, agar mekanisme formal dari penyidikg,
tersebut berjalan sebagaimana mestinya. _

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi korban dalam
perkara pidana tersebut, selain sebagai saksi korban dalam
mengungkapkan kejahatan yang walaupun sifatnya fasif.
Fungsi lainnya sebagai suatu hak, adalah mengajukan gugatan
ganti kerugian terhadap terdakwa, tentang kerugian yang
diderita atas kejahatan yang menimpa dirinya.

Keterlibatan korban sebagai pihak yang dirugikan untuk
mengajukan gugatan dalam proses pidana, di dalam KUHAP
diatur dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Tetapi yang
Jelas pasal-pasal tersebut memberikan indikasi bahwa permin-

laan ganti kerugian oleh korban, hanya dapat diajukan bila
m;a‘(til:l sngﬂ; sampai pada tingkat penuntutan.
.o SIS1 1ain tuntutan ganti kerugian tersebut hanya
g:p:n dtleka(:mlkan apab:lq kesalahan terdakwa terbukti. Karena
dapﬁ di;c :kW_a yang dinyatakan terbukti bersalahlah, yang
: ani kewaj lbatn u{ljtuk membayar ganti kerugian.
nuntut Umum tidak dapat membuktikan
?&;%ﬁ:a: atau hakim memutuskl:m bebasnya ter-
nasib korba ? Faktabiry ya ulil albab.

Bahan bacaap,
Arif Gosita Mas
v Korban Kejahatan (kumpulan
ot el i, Sl (e
. : "
Kumpulan '"-El‘ldnya Para sasi Manusia Da

.\ aramita, Jakarta, 1984.
asil seminap viktimologi, UNDIP:
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